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ABSTRAK 
 
Aditya Aryo Nugroho. 2018. E0013016. KEDUDUKAN HUKUM TERTANGGUNG 
ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH 
JAYA DENGAN ADANYA PUTUSAN NOMOR 408 K/PDT-PAILIT/2015. Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, Apakah klaim 
asuransi dapat dinyatakan sebagai utang dalam kepailitan. Kedua, Bagaimanakah 
penyelesaian dalam pengembalian atas premi dalam klaim asuransi yang telah dibayar 
tertanggung. 
 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan 
hukum penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan 
bahan hokum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum 
kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebihk husus. 
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaklaimasuransidapatdinyatakansebagaiutang.Klaim 
asuransi pada asuransi jiwa dapat dinyatakan sebagai utang karena telah memenuhi unsur 
pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan.Sehingga dalam permohonan kepailitan, klaim asuransi dapat 
dijadikan sebagai dasar adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk 
mempailitkan perusahaan asuransiataudebitor. 
Kedudukan Hukum Tertanggung dengan adanya kepilitan pada perusahaan PT. 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebagai Kreditor preferen menurut Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, kreditor istimewa menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, atau kreditor yang mempunyai kedudukan lebih tinggi menurut Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kurator dalam malakukan 
penyelesaian dan pembagian harta pailit kepada kreditor wajib mendahulukaan tertanggung 
pemegang polis yang oleh Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi 
dibandingkan  pembayaran kepada kreditor-kreditor lain. 
 
Kata kunci: Asuransi, kepailitan, KreditorPreferen 
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ABSTRACT 
 
AdityaAryoNugroho. 2018. E0013016. LEGAL STANDING OF THE INSURED WITH 
THE PRESENCE OF INSURANCE COMPANIES PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH 
JAYA WITH VERDICT NUMBER 408 K / PDT-PAILIT / 2015. Legal Writing (Thesis). 
Faculty of Law, SebelasMaret University. 
This research describes and examines problems, first, whether insurance claims can 
be declared as bankruptcy debt. Second, how is the settlement in the return on premiums in 
insurance claims that have been paid by the insured. 
This research is a normative legal research that is prescriptive. Types of legal 
research material include primary legal materials and secondary legal materials. Data 
collection techniques used are library studies or document studies. The data analysis 
technique used is deductive logic, deductive logic or the processing of legal materials in a 
deductive way, namely explaining a general thing then drawing it into a more specific 
conclusion. 
The results show that insurance claims can be stated as debt. Insurance claims on life 
insurance can be declared as debt because it has fulfilled the element of understanding of 
debt according to Article 1 number 6 and Article 2 number 1 of Act Number 37 of 2004 
concerning Bankruptcy. maturity and can be billed to bankrupt insurance companies or 
debtors.The position of the Insured Law with the existence of a pain in the company PT. 
BumiAsih Jaya Life Insurance is a preferred creditor according to Law Number 37 of 2004 
concerning Bankruptcy, special creditors according to the Civil Code, or creditors who have 
a higher position according to Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The curator in 
the settlement and the distribution of bankrupt assets to creditors must prioritize the insured 
policy holder who by law has a higher position than the payment to other creditors. 
 
Keywords: Insurance, bankruptcy, Preferred Creditors 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
 Perusahaan Asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka 
mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau 
proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau 
kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas 
kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu 
peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti (Sri Rejeki Hartono, 2001: 
6). Dengan adanya asuransi, maka seseorang dapat mengurangi atau 
meminimalisir kerugian yang disebabkan karena adanya suatu peristiwa 
tertentu. 
 Perusaahaan asuransi dengan mengadakan perjanjian-perjanjian 
asuransi dan nanti pada suatu saat ia melaksanakan kewajibannya sesuai 
dengan perjanjian, berarti perusahaan atau lembaga bersedia mengambil 
alih dan menerima resiko pihak lain, dengan siapa ia mengadakan 
perjanjian asuransi. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga 
penerima dan pengambil resiko pihak lain. Penerimaan dan 
pengambilalihan resiko oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya 
tersebut diikuti dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi (Sri 
Rejeki Hartono, 2001: 79). 
 Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah 
tertanggung sebagai pemegang polis memiliki kewajiban membayarkan 
sejumlah uang berupa premi yang menjadi hak penanggung, sedangkan 
penanggung berjanji akan memenuhi kewajibannya yaitu mengambil alih 
resiko yang diderita tertanggung apabila telah terpenuhinya syarat yang 
diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Dengan terpenuhinya syarat yang 
diperjanjikan dalam perjanjian asuransi maka tertanggung dapat 
mengajukan klaim manfaat asuransi yang menjadi haknya berupa 
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pembayaran sejumlah uang sebagai ganti kerugian atas resiko yang telah 
diderita oleh tertanggung. 
 Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama dan sebagai 
pihak dalam perjanjian asuransi, mempunyai kewajiban tertentu. 
Kewajiban tersebut adalah bahwa perusahaan harus membayar kepada 
setiap tuntutan klaim yang diajukan kepadanya sesuai dengan syarat-syarat 
perjanjian. Jadi karena perjanjian asuransi yang telah diadakan dengan 
para tertanggung sebagai nasabah, perusahaan harus tetap siap sedia untuk 
memenuhi setiap tuntutan klaim yang setiap waktu dapat terjadi dari 
nasabah. Sepanjang tuntutan-tuntutan tersebut dapat dipenuhi dan masih 
ada dalam batas kemampuan sendiri, tidak akan menimbulkan kesulitan, 
baik bagi pihak perusahaan maupun para nasabah.  
 Menurut Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang 
dapat menjadi obyek asuransi adalah: 
1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran 
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian 
3. Asuransi jiwa satu atau beberapa orang 
4. Asuransi bahaya laut dan perbudakan 
5. Asuransi bahaya yang mengancam pengangkutan 
 Molengraaff membedakan dua bentuk asuransi yaitu asuransi 
kerugian dan asuransi sejumlah uang. Asuransi kerugian yaitu asuransi 
yang akan mengganti kerugian yang diderita, sebab itu untuk asuransi ini 
disyaratkan adanya kemungkinan kerugian yang dapat dinilai dengan 
uang. Sedangkan asuransi sejumlah uang merupakan pertanggungan untuk 
mendapatkan sejumlah uang tertentu, terlepas dari kerugian yang diderita, 
terhadap suatu kejadian (biasanya mengenai diri tertanggung atau orang 
lain) yang belum tentu kapan akan terjadi. Ini juga dinamakan asuransi 
orang (jiwa, sakit, cacat, dan lain-lain). 
 Pada asuransi jiwa, asuransi dapat diadakan untuk kepentingan 
pihak ketiga dan ini harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori 
kepentingan pihak ketiga (the third party interest theory), pihak ketiga 
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yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa 
orang yang ditunjuk oieh tentanggung atau ahli waris tertanggung. 
Munculnya penikmat ini apabila terjadi evenemen meninggalnya 
tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung yang meninggal itu tidak mungkin 
dapat menikmati santunan, tetapi penikmat yang ditunjuk atau ahli waris 
tertanggunglah sebagai yang berhak menikmati santunan (Hengky K. V. 
Paendong, 2013:4). 
 Pada saat ini, usaha asuransi dapat dibagi ke dalam beberapa 
cabang yaitu antara asuransi swasta dan asuransi pemerintah. Perusahaan-
perusahaan asuransi pun menawarkan berbagai macam produk-produk 
asuransi untuk menarik minat masyarakat berasuransi sehingga 
mempengaruhi meningkatnya jumlah pemegang polis di Indonesia. 
Namun sayangnya hal itu tidak diikuti dengan jaminan perlindungan 
hukum sehingga seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan 
yang merugikan tertanggung sebagai pemegang polis. Salah satu 
permasalahan yang muncul adalah ketika tertanggung mengajukan klaim 
manfaat asuransi kepada perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan. 
 Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu 
untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para 
kreditornya (Hadi Shubhan, 2008: 1). Dengan dinyatakan pailitnya 
seorang debitor maka debitor tersebut tidak memiliki kuasa untuk 
mengelola hartanya, dan kuasa tersebut akan diberikan kepada kurator 
yang bertugas melakukan pemberesan atas harta debitor pailit. Si pailit 
sejak putusan dijatuhkan pengadilan harus “menyingkir” untuk sementara 
waktu untuk menghindari tudingan yang tidak sedap akan penggelapan 
hartanya sendiri (Supramono, 2013: 182). Dengan diserahkannya kuasa 
atas harta debitor pailit pada kurator maka tertanggung tidak dapat 
melakukan klaim kepada perusahaan asuransi yang dinyatakan sebagai 
debitor pailit melainkan harus melalui kurator.   
  Permasalahan mengenai kepailitan Perusahaan Asuransi pernah 
terjadi pada kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Otoritas 
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Jasa Keuangan mengeluarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 
KEP- 112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013, memutuskan pencabutan 
izin usaha dibidang usaha asuransi jiwa atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi 
Asih Jaya. Berdasarkan keputusan pencabutan izin usaha tersebut, PT 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya seharusnya melaksanakan penyelesaian 
kewajiban kepada seluruh pemegang polis. Akan tetapi, PT Asuransi Jiwa 
Bumi Asih Jaya tidak melaksanakan keputusan tersebut sehingga Otoritas 
Jasa Keuangan mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi 
Asih Jaya melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.  
 Permohonan pemohon pailit Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya didasarkan atas terbitnya Keputusan Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 
18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa 
atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dikarenakan termohon tidak dapat 
memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per 
seratus) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari 
deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, bahkan mengalami 
ekuitasminus Rp. 931,65 Miliar yang melanggar Peraturan Pemerintah 
Nomor 81 Tahun 2008 hal mana adalah merupakan salah satu dasar adanya 
utang Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap 
Termohon. Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon yakni Otoritas Jasa 
Keuangan menilai bahwa Termohon yakni PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih 
Jaya tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran 
kewajiban seluruh klaim pemegang polis.  
 Permohonan Pailit juga didasarkan atas adanya sejumlah 
pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada 
termohon dengan total klaim yang harus dibayar sebesar Rp. 831. 127. 
649,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu 
enam ratus empat puluh sembilan rupiah). 
 Sehingga menurut Pemohon Otoritas Jasa Keuangan termohon 
yakni PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah memenuhi persyaratan 
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untuk dapat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua 
atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 
telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. 
Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 
satu atau lebih kreditornya.  
 Pada tanggal 16 April 2015  berdasarkan putusan Pengadilan Niaga 
nomor 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.No.27Pdt.Sus. 
PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak 
permohonan pailit pemohon yakni Otoritas Jasa Keuangan. Pertimbangan 
hakim menolak permohonan pailit terhadap termohon yakni PT. Asuransi 
Jiwa Bumi Asih Jaya hanya didasarkan pada terbitnya Keputusan Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 
18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa 
atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dikarenakan termohon tidak dapat 
memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per 
seratus) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari 
deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagai dasar adanya 
utang. Hakim tidak mempertimbangkan mengenai adanya sejumlah 
pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada 
termohon sehingga termohon telah memiliki dua orang kreditor dan satu 
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hakim beranggapan 
bahwa pembuktian klaim asuransi sebagai utang tidak sederhana sehingga 
tidak dapat dijadikan dasar adanya utang. 
   Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak 
Permohonan Pemohon Pailit yaitu Otoritas Jasa Keuangan maka melalui 
kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2014 
Otoritas Jasa Keuangan Melakukan Permohonan Kasasi Nomor 13 Kasasi 
/Pst.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 04 Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN.Jkt.Pst. Pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan 
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permohonan pailit atas perusahaan  PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 
berdasarkan putusan nomor 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 dengan 
pertimbangan bahwa termohon telah tidak memenuhi tingkat solvabilitas 
paling sedikit 120%  dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai 
akibat timbulnya deviasi dalam pengelolaan kekayaan sebagaimana 
dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 sehingga 
menyebabkan Termohon Kasasi telah memenuhi syarat untuk dinyatakan 
pailit yakni memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas 
setidak-tidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, sebagaimana 
disyaratkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dari uraian 
pada kasus tersebut maka masih terdapat ketidak pastian mengenai status 
klaim asuransi sebagai utang dan kedudukan kreditor dalam adanya suatu 
kepailitan pada perusahaan asuransi. 
 Untuk itu pada kasus kepailitan Perusahaan Asuransi PT Asuransi 
Jiwa Bumi Asih Jaya perlu adanya kajian terlebih dahulu mengenai 
kedudukan hukum tertanggung pemegang polis dalam kepailitan 
perusahaan asuransi dengan mengacu kepada aturan-aturan tentang 
kepailitan sehingga para tertanggung mendapatkan hak-haknya sebagai 
pemegang polis asuransi. 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan hukum 
tertanggung dengan mengkaji menggunakan aturan-aturan dalam 
kepailitan ke dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul 
”KEDUDUKAN HUKUM TERTANGGUNG ATAS KEPAILITAN 
PADA PERUSAHAAN ASURANSI PT. ASURANSI JIWA BUMI 
ASIH JAYA DENGAN ADANYA PUTUSAN NOMOR 408 
K/PDT.SUS-PAILIT/2015” 
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B. Rumusan Masalah 
 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun 
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apakah klaim asuransi dapat dinyatakan sebagai utang dalam 
kepailitan? 
2. Bagaiamanakah penyelesaian dalam pengembalian atas premi 
dalam klaim asuransi yang telah dibayar tertanggung dengan 
adanya kepailitan pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih 
Jaya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 
tujuan penulis dalam penulisan penelitian hukum ini terdiri dari tujuan 
obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut: 
 1. Tujuan Obyektif 
a) Mengetahui mengenai klaim asuransi oleh tertanggung atau 
pemegang polis pada kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa 
Bumi Asih Jaya dapat digolongkan sebagai utang. 
b) Mengetahui penyelesaian dalam pengembalian atas premi 
yang telah dibayar tertanggung kepad PT Asuransi Jiwa 
Bumi Asih Jaya. 
 2. Tujuan Subyektif 
a) Menambah, memperluas wawasan, pengetahuan, dan 
kemampuan penulis dalam mengkaji masalah dalam bidang 
hukum perdata terutama menyangkut kepailitan khususnya 
perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren. 
b) Memberikan sumbangan pemikiran pada bidang hukum 
perdata, khususnya mengenai asuransi dan kepailitan. 
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c) Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 
Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu hukum di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manafaat Penelitian 
 
 Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu penelitian itu sendiri 
maupun pihak-pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.  Adapun 
manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 1. Manfaat Teoritis 
a) Sebagai salah satu sarana untuk memberikan manfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam 
bidang hukum perdata yang berkaitan dengan masalah 
kedudukan hukum tertanggung dalam kepailitan perusahaan 
asuransi. 
b) Sebagai salah satu sarana untuk menjadi bahan refrensi dan 
literatur bagi para pembaca, baik mahasiswa, akademisi, 
maupun praktisi hukum sehingga dapat menyumbangkan 
pemikiran baru untuk penyelesaian dan pemecahan masalah 
yang terkait dengan penelitian ini. 
 2. Manfaat Praktis 
a) Sebagai sarana untuk mengembangkan daya penalaran, 
pembentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
b) Memberikan tambahan pengetahuan dan masukan bagi 
pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penelitian 
ini dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada 
masalah yang sama. 
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E. Metode Penelitian 
 
 Dalam proses penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang 
nantinya akan menunjang hasil penelitian tersebut untuk mencapai tujuan 
dari penilitian hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum 
normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter 
Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum adalah 
selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 56). 
2. Sifat Penelitian 
 Dalam penulisan hukum ini, sifat penelitian yang digunakan 
penulis adalah  preskriptif dan terapan. Bersifat preskriptif yang 
dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang 
telah dilakukan. Argumentasi tersebut dilakukan untuk memberikan 
preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum 
terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dalam hal ini, 
objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip 
hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koheransi antara 
tingkah laku (act)-bukan perilaku (behavior) individu dengan norma 
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). 
3. Pendekatan Penelitian 
 Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 
Pendekatan Perundang-undangan  (statute approach), Pendekatan Kasus 
(case approach), Pendekatan Historis (historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), dan Pendekatan Konseptual 
(conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). Pendekatan 
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yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan 
Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. 
 Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 
semua peraturan perundang-undangan dan Regulasi yang bersangkut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekata perundang-undangan 
dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis 
maupun akademis. Pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka 
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 
kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya 
atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi 
dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen 
untuk memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93-
94). Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu 
dapat berupa kasus yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Oleh 
sebab itu dengan mengaplikasikan kedua pendekatan itu, diharapkan 
penulis mampu membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan 
isu yang dihadapi. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian 
 Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan 
bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan 
hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 
hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-putusan 
Hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 181).  
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum Primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No 40 Tahun 
2014 tentang Perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Putusan Mahkamah 
Agung  Nomor 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015, Putusan Pengadilan Niaga 
nomor 04/PDT-SUS-PAILIT2015/PN.NIAGA.JKT.PST.JoNo.27Pdt. Sus. 
PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-
penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk 
diantaranya skripsi, tesis, situs internet disertai jurnal hukum dan buku 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk 
memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang dipakai dalam 
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 
atau studi dokumen (library research). Teknik pengumpulan ini dengan 
cara membaca, mengkaji,  dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan 
dengan masalah yang menjadi objek penelitian. 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
 Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus 
M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang 
diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari 
pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian 
diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian 
ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Penelitian ini menggunakan 
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teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau 
pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu 
hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang 
lebih khusus. 
Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus 
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu : 
a. Putusan Mahkamah Agung  Nomor 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 
b. Putusan Pengadilan Niaga nomor 04/PDT-SUS-
PAILIT2015/PN.NIAGA.JKT.PST.JoNo.27Pdt. 
Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst 
Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan 
perundangundangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait 
dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran 
terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil 
analisis tersebut. 
Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang 
penulis inventarisasi terdiri dari : 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang 
d. Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 
f. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang 
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 
Reasuransi 
Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah :  
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a. Penafsiran Gramatikal  
Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut 
arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat 
hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya 
yang dipakai pembuat Undang-Undang untuk menyatakan 
kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat Undang-Undang tidak 
dapat merangkai kata-kata yang tepat. Oleh karena itu, Penulis 
wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, 
dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta 
penjelasan langsung dari ahli bahasa. 
b. Penafsiran Sistematis  
Penafsiran sistematis adalah menafsirkan Undang-Undang dengan 
jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain 
dalam suatu Perundang-undangan atau dengan Undang-Undang 
lain. Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan 
peraturan Perundang-undangan lain, dan tidak ada Undang-Undang 
yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem 
perundang-undangan. Setiap Undang-Undang merupakan bagian 
dari keseluruhan sistem Perundang-undangan.  
Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, 
sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis 
dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga 
nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
 
 Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, 
maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan tiap-
tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. 
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Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau 
memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber 
pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu 
hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis 
teliti. Kerangka teori yang melandasi penulisan hukum ini 
adalah tinjauan tentang asuransi yang memuat mengenai 
pengertian asuransi, perjanjian asuransi, polis asuransi, 
asuransi Jiwa, klaim asuransi dan tinjauan tentang 
kepailitan yang memuat, pengertian Kepailitan, kreditor 
dalam kepailitan, akibat hukum kepailitan, kepailitan 
perusahaan asuransi, utang dalam kepailitan kemudian 
tinjauan mengenai Putusan Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat dan Putusan Mahakamah Agung. Kemudian diakhiri 
dengan kerangka pemikiran yang membahas kerangka 
atau landasan penulis membuat penulisan hukum ini. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai 
pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. 
Sebelum masuk ke pembahasan penulis akan 
mengemukakan terlebih dahulu mengenai kasus posisi 
yang merupakan telaah yang dilakukan penulis terhadap 
putusan pengadilan. Selanjutnya berdasarkan rumusan 
masalah yang diteliti, terdapat dua pokok masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini, yaitu bisa tidaknya klaim 
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asuransi oleh tertanggung dinyatakan sebagai utang PT 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada tertanggung dan 
penyelesaian dalam pengembalian atas premi yang telah 
dibayar tertanggung dengan adanya kepailitan pada 
perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan 
adanya putusan Nomor 408 k/Pdt.Sus-Pailit/2015 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan 
yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan 
proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis 
kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan 
penulisan hukum ini. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Tentang Asuransi 
 a. Pengertian Asuransi 
 Asuransi atau pertanggungan disebutkan dalam Pasal 1774 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi suatu persetujuan untung-
untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung 
ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung 
pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian adalah: Persetujuan 
pertanggungan bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetujuan 
yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 
 Dalam bunyi pasal yang telah disebutkan di atas, pertanggung atau 
asuransi dinyatakan sebagai perjanjian untung-untungan dan disamakan 
dengan perjudian. Namun, jika diperhatikan lebih lanjut, disebutkan 
bahwa pertanggungan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang. Dengan kata lain apabila suatu perbuatan hukum yang sama 
diatur dalam Undang-Undang yang berbeda maka berlaku asas lex 
specialis derogat lex generali, artinya hukum yang bersifat khusus 
mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka tidaklah tepat 
apabila asuransi dimasukkan ke dalam perjanjian untung-untungan, 
maupun perjudian karena masalah asuransi diatur dalam Undang-Undang 
tersendiri (Sentosa Sembiring, 2014: 6). 
 Pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD  adalah suatu 
perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat 
dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena 
kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang 
akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. 
Sedangkan menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014 yang dimaksud 
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dengan asuransi adalah  perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 
asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi 
oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan 
penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, 
kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung 
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau 
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. 
memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung 
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan 
manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil 
pengelolaan dana. 
b. Perjanjian Asuransi 
 Dilihat dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu 
perjanjian (Sentosa Sembiring, 2014: 18). Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Asuransi adalah 
perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang 
polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi 
sebagai imbalan untuk:  
1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 
mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena 
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau  
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.  
Sedangkan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah 
perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung 
dengan memperoleh premi, untuk memberikan padanya ganti rugi karena 
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suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang 
diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang 
tidak pasti.  
 Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, perlu 
dilihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimakud dengan perjanjian 
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
 Akibat hukum dengan adanya suatu perjanjian disebutkan dalam 
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. 
1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 
kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-
Undang dinyatakan cukup untuk itu. 
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
 Asuransi sebagai perjanjian mempunyai kekhususan jika dibanding 
dengan perjanjian pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh A. 
Junaedy Ganie dalam Sentosa Sembiring sebagai berikut (Sentosa 
Sembiring, 2014: 19). 
1. Asuransi adalah Perjanjian Pribadi (Personal Contract). 
Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti 
kerugian. Polis asuransi tidak dapat dipindahtangankan 
kepada pihak lain tanpa seizin penanggung terutama jika 
akan meningkatkan resiko bagi tertanggung. 
2. Perjanjian Sepihak (Unilateral Contract). Pada perjanjian 
asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat 
perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis 
bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal 
apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari 
polis. 
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3. Perjanjian bersyarat (Conditional Contract). Penanggung 
hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang 
diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung 
memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada 
penanggung. 
4. Perjanjian dipersiapkan sepihak (Contract of Adhesion). 
Pada umumnya, penanggung telah mempersiapkan 
perjanjian asuransi untuk diterima atau ditolak oleh 
tertanggung sehingga isi perjanjian asuransi jarang melalui 
proses negosiasi. Tertanggung sering kali berada dalam 
posisi tidak menerima berarti tidak memberi atau menerima 
apa adanya. 
5. Perjanjian pertukaran yang tidak seimbang (Aleatory 
Contract). Prestasi dipengaruhi oleh kemunginan yang dapat 
timbul sehingga beban keuangan yang diperikatkan oleh 
para pihak tidak seimbang. Tertanggung membayar premi, 
tetapi jika tidak terjadi apa-apa, penanggung tidak 
membayar apapun. Sebaliknya, bila timbul sesuatu yang 
dipertanggungkan, premi yang dibayar tertanggung 
umumnya tidak sebanding dengan beban klaim yang harus 
dibayar oleh penanggung. 
 Secara normatif dalam membuat perjanjian, tidak terkecuali dalam 
perjanjian asuransi, paling tidak harus ada dua pihak saling berjanji. Para 
pihak yang dimaksud dalam perjanjian asuransi yakni: 
1. Penanggung (Insurer), yakni pihak yang mengikatkan diri 
menerima pengalihan risiko dari tertanggung. 
2. Tertanggung (Insured), yakni pihk yang mengalihkan risiko 
kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi 
sesuai dengan kesepakatan. Tertanggung dalam hal ini bisa 
orang pribadi, atau badan usaha. Teranggung akan mendapat 
perlindungan dalam hal ada kerugian atau kerusakan yang 
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menimpa harta bendanya, kehilangan jiwa dan raga, asalkan 
masih dalam lingkup persyaratan polis (Sentosa Sembiring, 
2014: 21). 
c. Polis Asuransi 
 Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan 
bahwa Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang 
diberi nama polis. Kesimpulan minimal dari pasal tersebut adalah bahwa 
polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asuransi. Akan tetapi 
kesimpulan tersebut belum maksimal setelah dilakukan penafsiran secara 
sistematis dengan memperhatikan Pasal 257 dan Pasal 258 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang. Berdasarkan kedua pasal dimaksud diperoleh 
kesimpulan maksimal bahwa polis dalam perjanjian asuransi tidak 
merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat bukti saja. 
Meskipun demikian sesuai asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dari 
pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperkenankan 
saja apabila para pihak memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi baru 
berlangsung setelah polis selesai atau setelah diserahkan kepada 
tertanggung (Man Suparman Sastrawidjaja, 2003: 144). 
 Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam 
Undang-Undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian 
asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa 
pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat 
penting di dalam perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama 
perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap 
mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, 
meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena polis 
merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung 
(Sri Rejeki Hartono, 2001: 124). 
 Mengingat kedudukan polis sangat penting dalam perjanjian 
asuransi, Menteri keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan 
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Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dalam Pasal 8 
dikemukakan sebagai berikut. 
 Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan 
mengenai: 
1. Saat berlakunya pertanggungan 
2. Uraian manfaat yang diperjanjikan 
3. Cara pembayaran premi 
4. Tenggang waktu pembayaran premi 
5. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata 
uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan 
dengan mata uang rupiah 
6. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran 
premi 
7. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran 
premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati 
 Menurut Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang syarat-
syarat yang harus dicantumkan dalam polis asuransi jiwa adalah sebagai 
berikut. 
 Polis Asuransi Jiwa harus memuat: 
1. Hari ditutupnya pertanggungan 
2. Nama tetanggung 
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan 
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung 
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan 
6. Premi pertanggungan tersebut 
Jika dilihat dari sudut pandang tertanggung, khusunya untuk 
asuransi jiwa, dengan memiliki polis asuransi berarti mempunyai hak 
kebendaan terhadap polis tersebut. Disebut demikian, karena dengan 
memiliki polis tertanggung dapat menggadaikannya dan bahkan 
menjualnya ke perusahaan asuransi tersebut sebesar nilai polisnya. Dengan 
menggadaikan polis berarti muncul pranata hukum baru dalam hubungan 
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antara tertanggung dengan penanggung, yakni pinjam meminjam uang 
atau utang piutang dengan jaminan polis. Jika hal ini dikaitkan dengan 
jenis-jenis hak kebendaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, tidaklah berlebihan jika hak yang dicantumkan 
dalam polis tersebut sebagai hak kebendaan tidak berwujud. 
d.  Asuransi Jiwa 
 Pasal 250 KUHD berbunyi, apabila seorang yang telah 
mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, 
yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya 
pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang 
yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah dikewajibkan 
memberikan ganti kerugian. Ketentuan di atas dikenal sebagai penjabaran 
asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Hal tersebut menunjukkan 
syarat mutlak asuransi dan sekaligus objek asuransi adalah kepentingan. 
Apabila kepentingan dimaksud tidak dimiliki oleh pihak penutup asuransi 
pada saat asuransi ditutup, mengakibatkan penanggung tidak diwajibkan 
memberikan ganti kerugian. Atau dengan perkataan lain sesuai dengan 
syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata berakibat asuransi batal (Man Suparman Sastrawidjaja, 
2003: 141). 
 Dari apa yang telah disebutkan di atas berdasarkan Pasal 247 Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang maka yang dapat menjadi objek asuransi 
yaitu: 
1. Asuransi terhadap kebakaran 
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil 
pertanian yang belum dipanen 
3. Asuransi terhadap kematian orang atau asuransi jiwa 
4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan 
5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan 
di sungai-sungai 
 Pengaturan tentang Asuransi Jiwa dalam Kitab Undang-Undang 
23 
 
 
Hukum Dagang cukup singkat, hanya 7 (Tujuh) pasal, yakni dari pasal 302 
sampai 308. Dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
hanya disebutkan jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang 
berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, 
baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. 
 Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa: Pertama, yang 
berkepentingan dalam asuransi jiwa adalah orang yang bersangkutan. 
Untuk itu orang tersebut dapat mengasuransikan jiwanya sendiri. Jadi yang 
bertindak sebagai tertanggung adalah orang yang bersangkutan. Kedua, 
yang berkepentingan dalam hal ini bukan yang bersangkutan akan tetapi 
orang lain. Sekalipun demikian, orang yang akan mengasuransikan jiwa 
seseorang tersebut harus ada hubungan hukum, misalnya orang tua 
mengasuransikan anak. Pemberi kerja atau perusahaan mengasuransikan 
karyawannya. Dalam hal ini orang tua dan atau pun perusahaan dapat 
mengasuransikan jiwa orang tersebut karena mempunyai kepentingan, 
bahkan sekalipun orang yang jiwanya diasuransikan tidak mengetahui 
(Sentosa Sembiring, 2014: 80). 
 Pada dasarnya asuransi jiwa bertujuan: Pertama, sebagai jaminan 
di masa yang akan datang adanya penghasilan bagi keluarga bila tulang 
punggung keluarga atau tertanggung meninggal dunia. Di sini tujuannya 
berarti ada aspek perlindungan atau proteksi dari lembaga asuransi. Kedua, 
sebagai sarana untuk menabung, untuk penghasilan di masa yang akan 
datang. Jadi di sini ada unsur investasi (Sentosa Sembiring, 2014: 83). 
 Dalam praktiknya, dapat dijumpai berbagai jenis asuransi jiwa, 
antara lain sebagai berikut. 
1. Polis Dwi Guna (Endowment Insurance). Dalam polis ini 
santunan asuransi dibayar pada  akhir masa asuransi 
sebagaimana dicantumkan dalam polis, jika tertanggung 
masih hidup atau segera diberikan kepada ahli waris jika 
tertanggung meninggal dunia. 
2. Polis Ekawarsa (Term Insurance). Dalam jenis polis ini, 
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santunan dibayar jika tertanggung meninggal dunia. 
3. Polis asuransi Bermasa. Untuk jenis polis ini ada unsur 
tabungan. Artinya, jika waktu yang ditentukan dalam polis 
sudah berakhir akan diberikan sejumlah dana terhadap 
tertanggung. Oleh karena itu, jika tertanggung tidak 
meninggal, perjanjian asuransi berakhir. 
4. Polis Asuransi Jiwa Utuh. Dalam jenis polis ini jiwa 
tertanggung ditutup seumur hidup. 
e. Klaim Asuransi 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Klaim adalah tuntutan 
atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas 
sesuatu maupun pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. 
Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berpendapat bahwa 
klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban 
kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi sehubung dengan telah 
terjadi kerugian.  
 Salah satu tujuan dari diadakannya perjanjian asuransi jiwa adalah 
peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Menurut teori 
pengalihan resiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya 
terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa jiwanya, dia akan 
menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, 
kerugian atas korban jiwa atau cacat raga akan memperngaruhi perjalanan 
hidup penerima manfaat atau ahli warisnya. 
 Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, 
pihak tertanggung berupaya mencari jalan agar ada pihak lain 
(penanggung) yang bersedia mengambil alih beban resiko dan sebagai 
imbalannya dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. 
Tertanggung mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan tujuan 
mengalihkan resiko yang mengancam jiwanya. Dengan harapan nantinya 
penanggung akan memberikan uang pertanggungan, penerima manfaat 
yang ditunjuk harus mengajukan klaim kepada penanggung terlebih dahulu 
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dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam polis. 
 Pada dasarnya tidak semua permohonan klaim yang diajukan oleh 
penerima manfaat secara otomatis akan dibayar oleh penanggung, tetapi 
dari permohonan klaim tersebut harus dilakukan penelitian sebelumnya. 
Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui apakah 
meninggalnya tertanggung benar-benar diakibatkan oleh peristiwa tidak 
pasti yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi jiwa yang dimuat 
dalam polis, atau bahkan meninggalnya tertanggung timbul karena 
kesalahan dari tertanggung sendiri. Ketentuan mengenai batasan-batasan 
tanggungjawab penanggung dalam melaksanakan kewajibannya kepada 
tertanggung telah diatur dalam polis asuransi jiwa (Hilda Yunita Sabrie, 
2011: 44).  
2. Tinjauan Tentang Kepailitan 
a.  Pengertian Kepailitan 
 Dalam tata Bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang 
berhubungan dengan pailit. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary 
pailit atau Bankcrupt adalah the state or condition of a person (Individual, 
partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as 
they are, or become due. The term includes a person against whom an 
involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, 
or who has been adjudged a bankcrupt (Gunawan Widjaja, 2004: 83), 
yang dalam bahasa Indonesia diartikan keadaan atau kondisi seseorang 
(Individu, persekutuan, korporasi, kotamadya) yang tidak mampu 
membayar utangnya sebagaimana adanya, atau telah jatuh tempo. Istilah 
tersebut mencakup seseorang yang mengajukan permohonan paksa secara 
tidak disengaja, atau yang mengajukan permohonan sukarela, atau yang 
telah mengajukan permohonan pailit. 
 Pengertian Kepailitan dapat ditemukan pada Pasal 1 Ayat (1) 
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi Kepailitan adalah sita 
umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan 
pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim 
26 
 
 
Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dari definisi 
kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 dikatakan 
adanya unsur sita umum, yaitu penyitaan atau pembeslahan terhadap 
seluruh harta Debitor pailit (Purwadi, 2011: 129).  
 Dalam hal seorang debitor mempunyai banyak kreditor dan harta 
kekayaan debitor tidak cukup untuk untuk membayar lunas semua 
kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang 
sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur 
hukum untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu 
(Shubhan, 2008: 4). Kepailitan ada untuk mencegah terjadinya 
perampasan harta debitor yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. 
Dengan adanya kepailitan maka pengadilan memiliki wewenang untuk 
memerintahkn debitor untuk membayar utang-utangnya secara 
proporsional dan adil kepada para kreditornya. 
 Putusan pailit tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kreditor, 
karena putusan pailit juga melibatkan pihak lain, diantaranya dengan 
debitor, pemerintah sebagai penerima pajak, para pekerja yang bekerja 
pada debitor, suplier, dan lain-lainnya. Sehingga dalam melakukan 
pemberesan atas harta pailit harus juga memperhatikan atau 
mengakomodasi kepentingan dari pihak-pihak terkait. 
b. Kreditor Dalam Kepailitan 
 Pada konsepnya kepailitan adalah sita umum atas semua harta 
kreditor, hal ini sebagaimana aturan Kepailitan yang tertuang dalam 
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang. Melalui konsep tersebut, maka jelas bahwa 
Hukum Kepailitan adalah bagian dari Hukum Jaminan. Hal ini dengan 
memahami redaksi Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang bermakna sama dengan konsep kepailitan dalam Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (Fani Martiawan, 2014: 3).  
 Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 
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bahwa harta kekayaan Debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua 
kreditornya, hasil penjualan harta kekayaan ini dibagi-bagi menurut 
keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar kecilnya tagihan 
masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara kreditor itu terdapat 
alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya. Berdasarkan 
bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan adanya kreditor-kreditor 
tertentu yang oleh Undang-Undang diberi kedudukan hukum lebih tinggi 
daripada kreditor-kreditor lainnya. Dalam hukum, kerditor-kreditor 
tertentu yang didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya itu disebut 
kreditor preferen, sedangkan kreditor-kreditor lainnya disebut kreditor 
konkuren (Sutan Remy Sjahdeini, 2002: 9). 
 Menurut Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
seorang Kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap 
para kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan: 
1. Tagiha yang berupa Hak Istimewa 
2. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai 
3. Tagihan yang dijamin dengan Hipotek 
 Apabila seorang Debitor memiliki lebih dari seorang Kreditor, 
lebih-lebih apabila jumlah kreditor itu banyak sekali, dan di antara 
kreditor-kreditor terdapat pula satu atau lebih kreditor yang merupakan 
kreditor preferen, maka perlu diatur oleh hukum cara membagi hasil 
penjualan aset debitor diantara para kreditor itu. Cara pembagian itu diatur 
dalam hukum kepailitan. 
 Mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Istimewa ditentukan 
dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi 
Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada 
seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor 
lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. 
 Menurut Pasal 1134 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, jika 
tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-Undang, maka Kreditor 
pemegang Hak Jaminan harus didahulukan dari pada kreditor pemegang 
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Hak Istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta 
kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya (Sutan Remy 
Sjahdeini, 2002: 10). 
 Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
sebagaimana dijelaskan di atas mengatur mengenai urutan prioritas para 
Kreditor. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan Hak 
Istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin 
dengan Hak Jaminan, maka urutan Kreditor adalah sebagai berikut: 
Pertama, Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak 
Jaminan. Kedua, Kreditor yang memiliki Hak Istimewa. Ketiga, Kreditor 
Konkuren (Sutan Remy Sjahdeini, 2002: 11) . 
 Sedangkan di antara sesama para Kreditor konkuren, mereka 
memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjulan 
harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di 
kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban 
membayar piutang kepada para Kreditor pemegang Hak Jaminan dan Para 
Kreditor dengan Hak Istimewa secara proporsional menurut perbandingan 
besarnya piutang masing-masing Kreditor konkuren tersebut (Sutan Remy 
Sjahdeini, 2002: 12). 
c. Akibat Hukum Kepailitan 
Kepailitan menyebabkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan 
segala hak perdata untuk menguasai dan mengurusi harta kekayaan yang 
telah dimasukkan ke dalam harta pailit (Ahmad Yani dan Gunawan 
Widjadja, 2004: 30). Akibat-akibat yang dapat terjadi karena adanya 
kepailitan adalah sebagai berikut: 
1) Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu 
Pada asasnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat 
dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih 
dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailitpun 
mutatis mutandis berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih 
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lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung 
menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan 
pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya 
upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator 
sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang 
putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor. 
 Sebagaimana sudah saya terangkan di atas bahwa ratio legis dari 
pemberlakuan putusan pailit secara serta merta adalah bahwa kepailitan 
pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-
harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. 
Demikian pula, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan 
harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para 
kreditor serta menghindari dari perlombaan memperoleh harta kekayaan 
debitor di mana akan berlaku siapa cepat akan dapat dan kreditor yang 
datang terlambat tidak akan kebagian harta kekayaan tersebut, dan juga 
untuk menghindari penguasaan harta kekayaan debitor dari kreditor yang 
memiliki kekuatan fisik maupun kekuasaan sehingga kreditor yang lemah 
tidak kebagian harta kekayaan debitor tersebut. Di samping itu pula, 
pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta tidak memiliki implikasi 
negatif yang dalam berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk 
membayar utang-utang kreditor terhadap debitor (Hadi Subhan, 2008: 
162). 
2) Sitaan Umum 
 Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan 
umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana 
didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Dalam 
pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dikatakan bahwa kepailitan 
meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan putusan pailit 
diucapkan serta segala sesuatu yang diperloeh selama kepailitan. 
 Hakikat dari sitaan umum terhadap kekayaan debitor adalah bahwa 
maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap 
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perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu 
lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan 
merugikan para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka 
harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan 
perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator. 
 Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu 
tindakan khusus untuk melakukan sita umum tersebut, berebeda dengan 
sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan 
suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap 
harta pailit adalah terjadi demi hukum. (Hadi Subhan, 2008: 164) 
3) Kehilangan Wewenang dalam mengurus Harta Kekayaan 
 Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan 
melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang 
termasuk dalam kepailitan. Kehilangan haknya tersebut hanya terbatas 
pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitor 
yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta 
hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat 
lainnya. 
 Ratio legis ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkut paut 
dengan harta kekayaan debitor saja adalah bahwa maksud adanya 
kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitor 
untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya. Dengan 
demikian, kepailitan hanya bermakna terhadap persoalan harta kekayaan 
saja. Debitor pailit sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain 
yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan. Ia masih cakap untuk 
melangsugkan perkawinan, ia pula masih cakap untuk melaksanakan hak-
haknya sebagai warga negara di bidang hukum publik seperti menjadi 
pejabat publik, dan lain sebagainya. 
 Dengan demikian, apabila ada pihak yang mengkaitkan antara 
kepailitan dengan hal-hal di luar harta kekayaan debitor pailit adalah tidak 
tepat. Kepailitan adalah bukan suatu vonis kriminal serta bukan suatu 
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vonis yang menjadikan debitor pailit tidak cakap dan tidak wenang 
terhadap segal-segalanya. (Hadi Subhan, 2008: 165) 
4) Perikatan Setelah Pailit 
 Segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit tidak 
dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh si pailit, 
maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali 
perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit. 
Ketentuan ini sering kali diselundupi dengan membuat perikatan yang di-
antedateer dan bahkan sering terjadi adanya kreditor fiktif untuk 
kepentingan si debitor pailit. Banyak contoh kasus yang ditengarai adanya 
kreditor fiktif. Sehingga cukup disesalkan dalam perubahan Undang-
Undang Kepailitan yang baru sama sekali tidak ada antisipasi untuk 
mencegah munculnya kreditor fiktif tersebut. 
 Ratio legis dari ketentuan ini adalah harta kekayaan debitor 
dimaksudkan untuk didistribusikan pada para kreditornya yang telah ada. 
Syarat untuk permohonan pailit adalah antara lain minimal terdapatnya 
dua kreditor yang telah dimiliki, dan tidak berbicara terhadap kreditor-
kreditor yang akan ada. Sehingga jika permohonan pailit mendalilkan 
bahwa dia selaku kreditor dari debitor sedangkan kreditor lainnya adalah 
masih akan ada di kemudian hari, maka relevansi kepailitan menjadi tidak 
ada. (Hadi Subhan, 2008: 166) 
5) Pembayaran Piutang Debitor Pailit 
 Pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit 
tidak boleh di bayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka 
tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan 
gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh 
ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan harus oleh atau kepada 
kurator. Akan tetapi, apabila tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan 
oleh atau terhadap debitor pailit, maka apabila tuntutan tersebut 
mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman 
tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Di samping 
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itu pula, selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh 
pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor 
pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. 
Sedangkan suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap 
debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari 
harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan 
diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor. 
 Maksud ketentuan ini adalah bahwa debitor pailit demi hukum 
kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Dengan 
demikian, semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah 
(kredit) maupun yang memberikan nilai kurang (debit) tidak dapat 
ditujukan kepada debitor pailit akan tetapi, kepada harta kekayaannya atau 
harta pailit, di mana legal standing in judicio atas harta kekayaan atau oleh 
hakim pengawas. Di samping itu pula, hakikat lain dari kepailitan adalah 
adanya sitaan umum demi hukum terhadap semua harta pailit, yang berarti 
segala sesuatu yang berkaitan dengan harta pailit tersebut adalah melalui 
kurator yang oleh undang-undang ditugaskan demikian. (Hadi Subhan, 
2008: 167) 
6) Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya 
 Putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan 
pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang 
telah dimulai setelah kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu 
tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga 
dengan menyandera debitor . Serta semua penyitaan yang telah dilakukan 
menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkn 
pencoretannya. 
 Akibat putusan pailit ini juga merupakan konsekuensi logis dari 
akibat adanya sitaan umum tersebut di atas. Dengan adanya sitaan umum 
tersebut maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekyaan 
atau harta pailit harus dihentikan baik secara tentatif maupun secara 
definitif. Karena hal ini merupakan esensi utama dari suatu kepailitan di 
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mana harta kekayaan debitor harus dihentikan sementara demi hukum dari 
semua transaksi yang ada . Seandainya sebelum putusan pailit terdapat 
sebuah penetapan pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas sebagian 
harta yang masuk sebagai harta pailit maka demi hukum penetapan 
tersebut terangkat oleh adanya putusan pailit ini. 
 Ratio legis dari ketentuan ini adalah bahwa kepailian antara lain 
ditujukan untuk menghindari dan menghentikan perebutan harta baik yang 
saling mendahului maupun yang saling adu kekuatan, sehingga dengan 
adanya putusan pailit ini, maka saling mendahului atau saling adu 
kekuatan, sehingga adanya putusan pailit ini, maka saling mendahului atau 
saling adu kekuatan dapat dihindari dan bahkan jika hal itu sudah terlanjur 
terjadi, maka dapat dihentikan dengan putusan pailit ini. Makna dari 
filosofi ini adalah demi perlindungan baik terhadap debitor pailit itu 
sendiri maupun terhadap kreditornya. Perlindungan terhadap debitor akan 
bermakna bahwa dengan adanya putusan pailit, maka eksekusi yang tidak 
legal dapat dihindari dan bahkan bisa dihentikan, demikian pula eksekusi 
harta debitor yang kendatipun dalam koridor hukum akan tetapi dapat 
lebih menguntungkan salah satu kreditor saja pun dapat dihindari 
misalnya, dengan lebih dahulu melakukan aksi hukum terhadap debitor 
dibanding dengan kreditor lain. Sedangkan perlindungan terhadap para 
kreditor akan bermakna bahwa kondisi masing-masing kreditor dapat 
bermacam-macam ada kreditor yang memiliki piutang yang sangat besar 
akan tetapi, dari segi kondisi lain ia lemah, ada kreditor yang memiliki 
piutang yang sangat besar dan sekaligus memiliki kondisi yang besar pula 
kreditor yang memiliki piutang kecil sekaligus hanya memiliki kekuatan 
yang kecil. Kondisi kreditor yang beraneka ragam ini akan menimbulkan 
suatu keadaan chaotic (Kacau) jika tidak ada rezim hukum yang 
menetralisasinya, yakni hukum kepailitan ini. Bayangkan seorang 
kreaditor yang memiliki utang yang sangat besar akan tetapi, dia tidak 
memiliki kekuatan  atau apa-apa seperti kekuatan fisik, kekuatan lobi, dan 
kekuatan akses informasi, maka akan sangat dirugikan kreditor lainnya 
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yang memiliki kekuatan lebih tersebut. (Hadi Subhan, 2008: 169) 
7) Kreditor Separatis dan Penangguhan Hak 
 Ketentuan hak tangguh diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) UUK yang 
menentukan bahwa kreditor separatis tersebut ditangguhkan haknya 
selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. 
Filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktik sering kali para 
pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual 
cepat, di mana harga jual cepat adalah harga yang di bawah harga pasar. 
Strategi penjualan cepat dengan harga cepat ini adalah hanya demi 
memenuhi kepentingan kreditor pemegang jaminan saja. Sedangkan jika 
ditangguhkan selama 90 hari tersebut memberikan kesempatan pada 
kurator untuk memperoleh harga yang layak dan bahkan harga yang 
terbaik. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak 
preferensi atas benda jaminan sampai senilai piutangnya terhadap debitor, 
sehingga jika nilai likuidasi benda jaminan harus dikembalikan pada 
debitor. Dalam konteks kepailitan, maka jika terdapat nilai sisa likuidasi 
benda jaminan tersebut, maka sisa tersebut dimasukkan dalam boedel 
pailit. Pengaturan yang demikian ini akan memberikan perlindungan 
hukum baik terhadap debitor pailit maupun kepada para kreditor lainnya, 
sementara kreditor pemegang benda jaminan sama sekali tidak dirugikan. 
(Hadi Subhan, 2008: 173) 
8) Actio Pauliana dalam Kepaailitan 
 Kartini Muljadi mengatakan bahwa syarat actio paulina dalam 
kepailitan adalah bahwa debitor harus telah melakukan suatu 
rechtshandeling atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit 
diucapkan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor 
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut 
akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, dan debitor malakukan 
perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban debitor untuk 
melakukannya (overplicht). 
 Apabila gugatan actio paulina dikabulkan, maka pihak terhadap 
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siapa gugatan actio paulina dikabulkan wajib: 
1. Mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan 
si debitor sebelum ia pailit, dikembalikan ke dalam harta, 
atau 
2. Bila harga/nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib 
mengembalikan barang ditambah ganti rugi, atau 
3. Apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai 
barang tersbut.  (Hadi Subhan, 2008: 175) 
9) Paksa Badan 
 Terhadap debitor pailit dapat dikenakan gijzeling (paksa badan). 
Lembaga paksa badan ini terutama ditujukkan apabila si debitor pailit 
tidak kooperatif dalam pemberesan kepailitan. Gijzeling merupakan suatu 
upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitor pailit, 
atau direksi dan komisaris dalam hal yang pailit adalah perseroan terbatas, 
benar-benar membantu tugas-tugas kurator dalam pengurusan dan 
pembersean harta pailit. 
 Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang lambaga gijzeling ini 
dalam Pasal 93 sampai pasal 96. Sedangkan ketentuan teknis lembaga 
paksa badan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Di samping itu, lembaga gijzeling ini 
sebenarnya sudah diatur dalam HIR Pasal 209 sampai 224, akan tetapi 
sempat dibekukan dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para ketua 
pengadilan dan hakim untuk tidak menggunakan lagi peratura-peraturan 
menganai gijzeling dalam HIR. Dalam Pasal 2 Parma 1 Tahun 2000 
dikatakan bahwa pelaksanaan paksa badan terhadap debitor yang beritikad 
tidak baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 209 sampai Pasal 224 HIR. (Hadi Subhan, 2008: 179) 
d. Kepailitan Perusahaan Asuransi 
 Ketika berlangsungnya perjanjian asuransi antara tertanggung dan 
penanggung, ada kemungkinan pihak yang terlibat dengan perjanjian 
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tersebut dinyatakan pailit oleh hakim. Mengenai Hal ini Pasal 876 The 
Civil and Commercial Code mengatur kemungkinan yang dapat dilakukan 
para pihak tersebut sebagai berikut. 
“If the insurer has been adjudged bankcrupt, the assures may require 
proper security to given him or may terminate the contract”. 
“If the assured is adjudged bankcrupt, the same rules shall apply 
correspondingly, however when the whole amount of the premium has 
been paid for a certain period of time, the insurer cannot terminate the 
contract before such period expires”. 
 Dengan demikian dari ketentuan di atas diketahui apabila 
penanggung dinyatakan pailit, maka tertanggung boleh meminta jaminan 
yang layak untuk diberikan kepadanya atau dapat meminta perjanjian 
asuransi diakhiri. Ketentuan yang sama juga berlaku apabila tertanggung 
yang dinyatakan pailit, tetapi seluruh jumlah premi telah dibayar untuk 
suatu periode waktu tertentu, maka penanggung tidak dapat mengakhiri 
perjanjian asuransi sebelum periode tersebut habis waktunya. Mengenai 
hal seperti di atas tidak ditemukan peraturannya dalam ketentuan umum 
asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Man 
Suparman Sastrawidjaja, 2003: 157). 
 Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tentang 
perasuransian menyatakan sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas 
Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam 
sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap 
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang semula dilakukan 
oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang- 
Undang ini. 
 Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
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2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Permohonan 
pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi 
Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah 
berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan. 
e. Utang dalam kepailitan 
 Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau 
dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia 
maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul 
dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau 
Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak 
dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya 
dari harta kekayaan debitor. 
 Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat 
menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tersebut maka tidaklh 
mungkin perkara kepailitan akan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang 
tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah 
merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk 
membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. 
 Demikian pula dengan konsep utang dalam hukum kepailitan 
Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi 
dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban 
untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Fred B.G. Tumbuan 
menyatakan bahwa dalam hal seorang karena perbuatannya atau tidak 
melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban 
membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau utang, mempunyai 
kewajiban melakukan prestasi. Jadi, utang sama dengan prestasi. 
 Dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menyebutkan, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak 
yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu 
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barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa 
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 
macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian pinjam meminjam 
merupakan perjanjian utang-piutang 
 Pada pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua 
macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena 
dilatarbelakangi perjanjian lain (Gatoto Supramono. 2014 : 11).  
1) Karena murni perjanjian Utang Piutangnya 
Perjanjian utang piutang yang maksud di sini, tidak ada latar belakang 
persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk 
melakukan utang piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk 
meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit. Di 
sini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian karena murni kepentingan 
utang piutangnya 
2) Karena dilaatarbelakangi perjanjian lain. 
Lain halnya dengan perjanjian utang-piutang yang satu ini, terjadinya 
perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. 
Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian 
utang-piutang kedudukannya berdiri sendiri. Perjanjian sebelumnya 
telaah selesai dilaksanakan. 
f. Syarat-Syarat Kepailitan 
 Dalam pasal 2 undang-undang kepailitan No. 37 tahun 2004 
menyatakan sebagai berikut :  
Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar 
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya 
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.  
 Dari ketentuan dalam pasal 2 seperti tersebut di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat 
dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :  
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1. Adanya hutang;  
2. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;  
3. Adanya debitur;  
4. Adanya kreditur;  
5. Kreditur lebih dari satu;  
Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004  merupakan bencana bagi debitur pailit  karena kemudahan 
persyaratan kebangkrutan sebagaimana diatur dalam undang-undang, 
selain di  Kepailitan. tidak ada ketentuan pasal yang mengatur tentang 
perlunya menguji kemampuan keuangan (insolvency test) oleh Pengadilan 
Niaga  atau membiayai debitur sebelum kepailitan diperiksa dan 
diputuskan  pengadilan Jadi tidak ada peraturan mengenai limit nilai 
hutang yang mungkin diajukan untuk kebangkrutan sebagaimana berlaku 
di negara-negara yang menganut sistem common law. Uji kepailitan dapat 
dilakukan oleh Pengadilan Niaga dengan berbagai cara, seperti dengan 
menggunakan uji arus kas (uji arus keuangan) atau Neraca (Neraca) atau 
Pernyataan Laba Rugi (Rugi dan rugi) berdasarkan audit keuangan yang 
dilakukan. keluar oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. 
Jadi atas dasar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2004 dan kurangnya pengaturan uji insolvensi dan batas nilai 
hutang dalam pemeriksaan kasus kepailitan membuatnya sangat mudah 
bagi debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, meskipun debitur 
memiliki aset untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.  
Menyelaraskan filosofi kebangkrutan dengan persyaratan negara 
tidak mampu mengajukan permohonan kebangkrutan tidak tercermin 
dalam Undang Undang Kepailitan. Persyaratan suatu negara yang tidak 
mampu melalui uji insolvensi dapat dilakukan oleh hakim untuk menunjuk 
Kantor Akuntan Publik (KAP), yang terdaftar di Kementerian Kehakiman 
sebelum kasus dimulai, tidak setelah debitur dinyatakan pailit. Ketika 
kasuskepailitan dimulai dan pihak-pihak yang hadir dalam persidangan 
pertama, hakim dapat meminta agar pemohon kepailitan dapat 
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membuktikan sebelumnya, apakah debitur benar-benar berada dalam 
keadaan tidak mampu dengan menunjuk kantor akuntan publik untuk 
memeriksa laporan keuangan debitur jika debitur berbentuk perusahaan 
atau perseroan terbatas. 
3. Tinjauan Tentang Putusan Hakim 
a. Putusan Nomor 04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.Jo.  
Nomor27 Pdt.Sus.PKPU/ 2015/ PN.NIAGA.Jkt.Pst. Menolak 
Permohonan Pernyataan Pailit yang Dijukan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan Terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. 
Pertimbangan Majelis Hakim 
 Dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan sebagai 
berikut : 
a. Dalam Eksepsi 
1) Menolak Eksepsi-eksepsi Termohon 
b. Dalam Pokok Perkara 
1) Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh 
Pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT. 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya   
2) Membebankan biaya Perkara ini kepada Pemohon tersebut yang 
hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus 
enam belas ribu rupiah) 
 Dalam putusannya tersebut hakim mempertimbangkan beberapa 
penolakan atau bantahan dari termohon yakni PT. Asuransi Jiwa Bumi 
Asih Jaya yang menyatakan bahwa: 
a. Tindakan pemohon yang telah menerbitkan Keputuan 
Pencabutan Izin Usaha secara jelas telah bertentangan dengan 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas 
Kepastian Hukum, karena Pemohon mengesampingkan Pasal 17 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 
Perasuransian. 
b. Bahwa patut diduga keras, Pemohon bersikap tidak adil dan 
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diskriminasi terhadap Termohon, karena sejak pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Usaha tanggal 30 April 2009 yang sampai 
(5) lima tahun hingga diterbitkan saksi pencabuta izin usaha 
sangat merugikan termohon sementara saat itu masih ada 
investor yang sangat berminat untuk menambah modal untuk 
mengatasi kesehatan keuangan termohon. 
c. Bahwa Pemohon harus memahami kepatutan dan keadilan 
sebagai suatu prinip-prinsip yang menhendaki agar pemerintah 
tidak berlaku secara sewenang-wenang. 
d. Bahwa Klaim Asuransi adalah bukan utang dan pemegang polis 
bukanlah kreditor, sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sehingga 
terrmohon tidak memiliki utang terhadap pemegang polis yang 
telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta pemohon masih 
memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya yaitu 
pembayaran klaim kepada para pemegang polis. 
 Berdasarkan penolakan yang telah disebutkan oleh termohon yakni 
PT. Asuransi Jiwa Bumi asih Jaya di atas maka hakim mempertimbangkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
a. Bahwa terbitnya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 
2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa 
atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dikarenakan termohon 
tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% 
(seratus dua puluh per seratus) dari resiko kerugian yang 
mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan 
kekayaan dan kewajiban, bahkan mengalami ekuitasminus Rp. 
931,65 Miliar yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 
Tahun 2008 hal mana adalah merupakan salah satu dasar 
adanya utang Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan 
Pailit terhadap Termohon. 
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b. Bahwa terhadap dalil adanya utang tersebut telah dibantah oleh 
Termohon daan Termohon menyatakan masih memiliki 
kemampuan untuk melakukan kewajibannya berupa 
pembayaran klaim kepada para pemegang polis. 
c. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 
KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang 
Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, telah ditolak oleh termohon dan 
telah dilakukan upaya hukum yang saat ini masih dalam proses 
pemeriksaan kasasi sehingga belum memperoleh kekuatan 
hukum tetap.  
d. Menurut Majelis Hakim masih ada perselisihan terhadap 
Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 
KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang 
Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. 
e. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai 
klaim asuransi dalam hal ini menjadi tidak sederhana 
sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan PKPU, dan karenanya 
dinyatakan untuk ditolak. 
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 
 Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan sebagaai 
berikut: 
 a. Mengadili 
1) Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tersebut 
2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, Nomor 04/PDT-SUS-
Pailit/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Jo. Nomor 
27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tanggal 16 April 
2015; 
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b. Mengadili Sendiri 
1) Mengabulkan permohonan Pernyataan pailit dari Pemohon 
Pailit. 
2) Menyatakan Debitor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pailit 
3) Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat 
untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
tersebut untuk perkara a quo. 
4) Mengangkat sdr. Raymond Bonggard Pardede, S.H., terdaftar 
surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU AH 
04.03-68, beralamat di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, 
Jalan Raden Intan II, Nomor 2, Kecamatan Duren Sawit, 
Jakarta Timur, sebagai Kurator untuk perkara a quo. 
5) Menetapkan imbalan jasa bagi kurator akan ditentukan 
kemudian setelah kepailitan berakhir. 
6) Menghukum termohon Kasasi/Debitor untuk membayar biaya 
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat 
kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). 
 Putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan 
hakim sebagai berikut:  
a. Bahwa Judex Facti mendasarkan putusan pada pertimbangan 
yang tidak sesuai dan menyimpang dari substansi pokok 
perkara yang menjadi dasar permasalahan, disamping Judex 
Facti telah pula mengaitkan permohonan pernyataan pailit 
dengan sengketa Tata Usaha Negara, padahal sangat jelas objek 
sengketa antara perkara kepailitan dengan Tata Usaha Negara 
berbeda, dan tidak ada kaitan sama sekali 
b. Bahwa hal tersebut terlihat dari substansi sengketa Tata Usaha 
Negara dimana yang menjadi objek adalah Keputusan Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Nomor KEP-
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12/D.05/2013, tanggal 18 Oktober 2013 tentang pencabutan ijin 
usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya  
c. Bahwa sedangkan yang menjadi permasalahan pokok dalam 
perkara a quo adalah Termohon Kasasi memiliki dua atau lebih 
kreditur dan tidak membayar lunas setidak-tidaknya satu utang 
yang telah jatuh tempo, sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal mana juga 
terlihat dari tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas dari resiko 
kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat timbulnya 
deviasi dalam pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud 
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008; 
d. Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk 
mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut dan 
membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PDT-SUS-Pailit/2015/ 
PN.NIAGA.Jkt.Pst. Jo. Nomor 
27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. tanggal 16 April 
2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri 
perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di 
bawah ini 
e. Karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon 
Kasasi/Debitor dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat 
Kurator dan seorang Hakim Pengawas 
f. Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang 
terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua 
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Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk 
seorang Hakim Pengawas dalam perkara ini 
g. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah 
yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan 
antara Debitor dan para Kreditor, serta tidak menangani perkara 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih 
dari 3 (tiga) perkara; 
h. Mahkamah Agung berpendapat bahwa usul pengangkatan 
Kurator yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit 
yaitu Sdr. Raymond Bonggard Pardede, S.H., terdaftar Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU AH 04.03-
68, beralamat di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan 
Raden Intan II, Nomor 2, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta 
Timur, sebagai Kurator telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu 
beralasan untuk dikabulkan. 
 Dalam memberikan amar putusannya Majelis Hakim 
mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dinyatakan oleh pemohon 
dalam memori kasasinya yaitu sebagai berikut: 
a. Bahwa Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum 
yang berlaku dengan menyatakan bahwa permohonan 
pernyataan pailit ditolak karena masih ada upaya hukum kasasi 
dalam perkara tata usaha negara atas keputusan dewan 
komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-112/D.05/2013 
Tanggal 18 Oktober 2013. 
b. Bahwa Judex Facti telah keliru dan melanggar asas Presumptio 
Iustae Causa dengan tidak mempertimbangkan fakta bahwa 
Keputusan Dewan Komisioner Nomor Kep-112/D.05/2013 
tanggal 18 Oktober 2013 tentang pencabutan ijin usaha di 
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bidang Asuransi Jiwa Atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 
tetap berlaku sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap  
c. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau  melanggar 
hukum yang berlaku dengan tidak membuktikan mengenai 
terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang  
d. Pengakuan Termohon Kasasi dalam eksepsi dan jawaban atas 
permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Kasasi 
mengenai adanya utang kepada 9 pemegang polis dengan 
jumlah 12 polis yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
antara lain menyatakan: 
Termohon sudah melakukan pembayaran klaim kepada 26 
Pemegang Polis dengan jumlah 27 Polis (bukti T-19 s/d/ bukti 
T- 44), sedangkan yang belum dibayar oleh Termohon 
sebanyak 9 Pemegang Polis dengan jumlah 12 Polis; 
e. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar 
hukum yang berlaku dalam menerapkan ketentuan Pasal 8 Ayat 
(4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
f. Bahwa Judex Facti telah tidak konsisten dalam 
mempertimbangkan putusan mengenai eksepsi dikaitkan 
dengan putusan mengenai pokok perkara  
g. Bahwa Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum 
yang berlaku karena menganggap pembuktian mengenai klaim 
asuransi dalam perkara ini menjadi tidak sederhana 
h. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar 
hukum yang berlaku karena menilai bahwa termohon kasasi 
masih memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya 
i. Bahwa Judex Facti Sama sekali tidak mempertimbangkan 
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mengenai adanya kepentingan Nasional terhadap 
perkembangan industri asuransi yang menjadi kewenangan dari 
pemohon kasasi dalam rangka menciptakan industri asuransi 
Nasional yang sehat dan dapat menjaga kepercayaan 
masyarakat terhadap industri asuransi 
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B. Kerangka Pemikiran 
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Keterangan: 
 Kerangka pemikiran diatas menjelaskan alur pemikiran penulis 
dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah, dan menjabarkan serta 
menemukan jawaban atas permasalahan hukum. 
 Penulis di sini mengkaji mengenai kedudukan hukum teranggung 
atas kepailitan pada perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih 
Jaya dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 408 K/PDT.SUS-
PAILIT/2015. 
 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 
Perasuransian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu 
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi 
penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. 
memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 
tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada 
meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada 
hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan menurut 
Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa 
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung 
mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk 
memberikan padanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau 
tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat 
diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Berdasarkan bunyi kedua 
pasal tersebut maka pihak-pihak dalam perjanjian asuransi adalah 
tertanggung dan penanggung yang saling terikat pada perjanjian asuransi 
dengan memunculkan hak dan kewajiban antara para pihak. 
 Perjanjian tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk polis 
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum 
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Dagang bahwa pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, 
yang diberinama polis. Pada perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi 
Asih Jaya terdapat dua macam produk asuransi yakni polis asuransi 
dwiguna dan polis asuransi bermasa. Polis asuransi dwiguna yaitu 
santunan asuransi dibayar pada  akhir masa asuransi sebagaimana 
dicantumkan dalam polis, jika tertanggung masih hidup atau segera 
diberikan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Sedangkan 
polis asuransi bermasa yakni jika waktu yang ditentukan dalam polis 
sudah berakhir akan diberikan sejumlah dana terhadap tertanggung.  
 Dengan pecahnya perjanjian asuransi yakni ketika syarat yang 
diperjanjikan pada perjanjian asuransi terpenuhi maka tertanggung dapat 
melakukan klaim pada perusahaan asuransi. Pada kasus kepailitan PT. 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tertanggung yang polisnya telah pecah 
mengajukan klaim pada perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih 
Jaya. 
 Namun berdasarkan  putusan Mahkamah Agung nomor 408 
K/PDT.SUS-PAILIT/2015 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan 
pailit dan seluruh harta kekayaannya kini dikuasai oleh kurator. Pailitnya 
Perusahaan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menyebabkan penyelesaian 
dan Pembagian harta debitor pailit harus tunduk pada aturan-aturan dalam 
kepailitan. 
 Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 yang berbunyi Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 
Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh 
Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 1 Angka 6  Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Utang adalah kewajiban yang 
dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata 
uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun 
yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena 
perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan 
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bila tidak dipenuhi memberi hak kreditor untuk mendapat pemenuhannya 
dari harta kekayaan debitor. 
 Pada konsepnya kepailitan adalah sita umum atas semua harta 
debitor, melalui konsep tersebut, maka jelas bahwa Hukum Kepailitan 
adalah bagian dari Hukum Jaminan. Kemudian merujuk pada pasal 1131 
hingga pasal 1135 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka 
kedudukan hukum kreditor digolongkan menjadi tiga. Pertama, kreditor 
separatis atau kreditor khusus yaitu kreditor yang memiliki utang yang 
diutamakan karena memiliki jaminan. Kedua, kreditor preferen atau 
kreditor istimewa yaitu kreditor yang memiliki utang yang muncul karena 
itu sebagai kewajiban atau oleh Undang-Undang diberi kedudukan 
istimewa. Ketiga, kreditor konkuren atau kreditor biasa yaitu kreditor yang 
tidak termasuk kreditor separatis maupun kreditor preferen. Kreditor 
konkuren akan mendapat pembagian utang setelah harta debitor pailit 
dilunasi terlebih dahulu kepada kreditor separatis dan kreditor preferen. 
Dengan demikian pembagian harta debitor pailit harus memperhatikan 
kepentingan kreditor-kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, 
mupun kreditor konkuren.  
 Jelaslah bahwa dalam suatu kepailitan harus ada unsur utang yang 
menjadi obyek dalam kepailitan. Selain itu lembaga kepailitan berfungsi 
untuk menyelesaikan utang piutang yang timbul antara kreditor dan 
debitor. 
 Namun berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2014 tentang perasuransian yang menyatakan dalam hal perusahaan 
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau 
perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang 
polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaaannya 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lain. 
Sedangkan asuransi bukanlah perjanjian utang piutang dan hubungan yang 
terjadi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi bukanlah hubungan 
antara kreditor dan debitor. Dengan demikina ketentuan mengenai 
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kepailitan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perasuransian. 
 Sehingga pada penelitian ini penulis akan mengkaji kedudukan 
hukum tertanggung pemegang polis dengan menggunakan Undang-
Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang dan dengan Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Perasuransian sehingga dapat menjawab rumusan 
masalah mengenai klaim asuransi sebagai utang. Dengan terjawabnya 
rumusan masalah pertama maka akan menjawab rumusan masalah yang 
kedua yakni penyelesaian pembayaran premi tertanggung. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Hasil Penelitian 
1. Kasus Posisi 
Berdasarkan Putusan Nomor 04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.NIAGA 
.Jkt. Pst. Jo. Nomor27/ Pdt.Sus.PKPU/ 2015/ PN.NIAGA. Jkt. Pst hakim 
menolak permohonan pailit terhadap termohon yakni PT. Asuransi Jiwa 
Bumi Asih Jaya yang hanya didasarkan pada terbitnya Keputusan Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 
18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa 
atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dikarenakan termohon tidak dapat 
memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per 
seratus) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari 
deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagai dasar adanya 
utang termohon. 
 Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa 
Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-
112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di 
Bidang Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, telah ditolak 
oleh termohon dan telah dilakukan upaya hukum yang saat ini masih 
dalam proses pemeriksaan kasasi sehingga belum memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Dengan masih adanya perselisihan terhadap Keputusan 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 
Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi 
Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut  Hakim berpendapat bahwa pembuktian 
mengenai klaim asuransi dalam hal ini menjadi tidak sederhana 
sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang, dan karenanya dinyatakan untuk ditolak.  
 Dalam dalil permohonan pailit, pembuktian atas  adanya utang 
54 
 
 
termohon tidak hanya didasarkan pada Keputusan Dewan Komisioner 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 
2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melainkan juga didasarkan atas adanya 
sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi 
kepada termohon dengan total klaim yang harus dibayar sebesar Rp. 831. 
127. 649,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu 
enam ratus empat puluh sembilan rupiah). 
Hakim tidak membuktikan mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 
2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa 
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar 
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan 
pailit dengan putusan. Pengadilan baik atas permohonannya sendiri 
maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. 
 Dalam eksepsinya termohon menolak dalil-dalil pemohon 
mengenai klaim asuransi dikarekarenakan data pemohon dinilai tidak valid 
(tidak berlaku) karena termohon telah melakukan negosiasi dan 
mengajukan pemotongan (haircut) kepada 35 Pemegang Polis dalam dalil 
pemohon tersebut, selain itu termohon telah melakukan pembayaran klaim 
kepada 26 Pemegang Polis  dengan jumlah 27 Polis, sedangkan yang 
belum dibayar oleh Termohon sebanyak 9 Pemegang Polis dengan jumlah 
12 Polis, namun termohon masih terus melakukan negosiasi dan pengajuan 
pemotongan  kepada 9 Pemegang Polis tersebut. 
 Berdasarkan keterangan dari termohon tersebut termohon masih 
mempunyai 9 Pemegang Polis dengan jumlah 12 Polis yang belum 
dibayarkan dengan rincian sebagai berikut: 
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No Nama Tertanggung No Polis Nilai Klaim 
1 Sri Helmina 006/L/K/KLM/2008 Rp. 36.000.000,00 
2 Sarlin Tarigan 120501363/HTS-L Rp. 7.820.000,00 
3 Drs. Muchlisin K9901429/THT-L Rp. 2.500.000,00 
340/K09/10/2013 Rp. 2.000.000,00 
4 Anita Sari Br. Ginting 120801146/ADM-L Rp. 5.000.000,00 
120801145/HTS-L Rp. 4.143.000,00 
5 Erminawati Simamora 120000135/L200013
1 
Rp. 10.000.000,00 
6 Narifah 120900232/ASH-M Rp. 3.035.943,00 
7 Meslina Pakpahan 120502074/HTS-L Rp. 16.117.500,00 
8 Kiswanto 110901344/ABE-M Rp. 16.812.450,00 
  110900450/ABE-M Rp. 11.132.400,00 
9 Ono Supriatno 050702228/ADP-L Rp. 51.000.000,00 
Gambar. 2 Tabel Pemegang Polis oleh Termohon 
 Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan 
apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa 
persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) telah dipenuhi. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa 
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Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan setidaknya satu utang 
yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan. 
 Dari penjelasan dan bunyi pasal yang telah disebutkan di atas maka 
dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mempailitkan seorang debitor 
harus membuktikan adanya dua orang kreditor dan setidaknya satu utang, 
sedangkan hal itu akan sulit dilakukan jika dalil permohonan pailit 
didasarkan dengan adanya klaim asuransi dikarenakan dalam perjanjian 
polis asuransi tidak mengatur mengenai utang piutang sehingga 
tertanggung atau pemegang polis tidak dapat dinyatakan sebagai kreditor 
dan klaim asuransi tidak dapat dinyatakan sebagai utang. Dalil mengenai 
Klaim Asuransi sebagai utang ini juga dibantah oleh termohon dalam 
eksepsinya yang menyatakan  bahwa Klaim Asuransi adalah bukan utang 
dan pemegang polis bukanlah kreditor, sebagaimana Pasal 1 Angka 1 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sehingga 
terrmohon tidak memiliki utang terhadap pemegang polis yang telah jatuh 
tempo dan dapat ditagih.  
 Dalam proses persidangan, untuk menguatkan dalil permohonan 
pailit berdasarkan klaim asuransi yang belum dibayarkan sebagai dasar 
pembuktian adanya utang, pemohon mendatangkan seorang ahli untuk 
bersaksi di persidangan yakni Dr.M.Hadi Shubhan, SH,MH,CM,  Prof. Dr. 
Nindyo Pramono, Julian Noor, dan Togar Parlindungan Pasaribu.  
 Pada keterangannya di persidangan  Dr.M.Hadi Shubhan, 
SH,MH,CN menyatakan sebagai berikut: 
a. Bahwa yang dimaksud dengan utang adalah berasal dari perjanjian 
utang piutang uang, dari perjanjian maupun undang-undang, yang 
dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 
2004. utang adalah utang, dimana dalam perikatan dibedakan yang 
memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan 
sesuatu. Jadi, perikatan yang bertujuan memberikan prestasi itulah, 
dimana prestasi tersebut belum dibayar, itulah disebut dengan 
utang.  
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b. Bahwa menurut ahli klaim yang belum dibayar adalah prestasi 
yang merupakan utang  
c. Bahwa menurut ahli kreditor yang mengajukan pailit tapi klaimnya 
sudah dibayar hanya sebagian oleh Penanggung maka tetap bisa 
melakukan permohonan pailit 
d. Bahwa menurut undang-undang asuransi, asuransi adalah 
perjanjian, jadi bagian perikatan. Jadi, apa yang telah diperjanjikan 
itu sebagai prestasi yang harus dilakukan. Prestasi yang tidak 
dilakukan itulah namanya utang. 
e. Bahwa bila ada perjanjian tidak dilaksanakan maka tidak harus 
diajukan gugatan wanprestasi dahulu baru pailit, namun bisa juga 
dapat langsung diajukan pailit. 
f. Bahwa pemegang polis adalah Kreditor karena pemegang polis 
adalah pihak yang akan menerima prestasi dari perusahaan 
asuransi, dalam konteks kepailitan. 
g. Bahwa apabila Penanggung sudah membayar klaim lunas , maka si 
Pemohon masih bisa meneruskan permohonan pailit tersebut 
dikarenakan masih ada pemegang polis lain yang belum dibayar, 
sehingga masih ada utang. Berdasarkan ketentuan, dikarenakan ada 
minimal 2 orang kreditor dan utang yang dapat ditagih, maka dapat 
melakukan permohonan pailit. 
 Pada keterangan di persidangan Prof. Dr. Nindyo Pramono 
menyatakan sebagai berikut: 
a. Bahwa utang di dalam Undang-Undang kepailitan adalah 
kewajiban yang dapat dibayar dengan jumlah uang baik langsung 
atau tidak langsung, dilakukan oleh debitur karna mempunyai 
kewajiban kepada kreditur sudah jatuh waktu Bahwa pengertian 
uang dalam uu kepailitan, apapun akibat dalam wanprestasi dapat 
masuk dalam kategori utang 
b. Bahwa menurut Ahli perusahaan asuransi dapat langsung 
dipailitkan oleh kreditor karena Pengertian hutang pasal 37 adalah 
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luas apapun yang akibat perjanjian/wanprestasi disebut hutang. 
Termasuk klaim yang sudang jatuh tempo dan dapat ditagih, 
disebut hutang 
c. Bahwa menurut Ahli bahwa perjanjian pertanggungan yang sudah 
jatuh tempo disebut hutang 
d. Bahwa pengertian uang dalam Undang-Undang kepailitan, apapun 
akibat dalam wanprestasi dapat masuk dalam kategori utang 
 Pada keterangan di persidangan Julian Noor menyatakan sebagai 
berikut: 
a. Bahwa asuransi tentu perjanjian, menjanjikan kepada nasabah, dan 
dalam Undang-Undang asuransi merupakan perjanjian antara 
penanggung dan tertanggung 
b. Bahwa klaim asuransi yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar 
di bukukan sebagai utang klaim  
c. Bahwa perusahaan asuransi harus segera langsung di bayar paling 
lama 30 hari setelah klaim yang di sepakati 
d. Bahwa ada kewajiban dalam laporan keuangannya ada komponen 
klaim yang dibayar dan kemungkinan terjadi tetapi belum di bayar 
e. Bahwa asuransi wajib di bayar paling lambat 30 hari, apabila 
belum di bayar ada upaya hukum 
f. Bahwa uang pertanggungan itu sebagai maksimal kewajiban dari 
perusahaan asuransi 
 Pada keterangan di persidangan Julian Noor menyatakan sebagai 
berikut: 
a. Bahwa jenis kewajiban dari perusahaan asuransi bila mana 
tertanggung membayar premi sesuai dengan kontrak wajib 
memberikan hak tertanggung 
b. Bahwa bila tertanggung tidak membayar preminya bisa memotong 
dan pemutusan secara sepihak 
c. Bahwa produk asuransi jiwa ada nilai tunai dan ada yang tidak 
dapat dinilai tunai 
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d. Bahwa kewajiban untuk membayar asuransi itu merupakan utang 
e. Bahwa ada 4 jenis klaim, meninggal, jatuh tempo, menyerah, klaim 
sebagian 
f. Bahwa klaim jatuh tempo kontrak sudah selesai dan kewajiban 
asuransi harus membayar 
 Berdasarkan keterangan ahli tersebut maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa klaim asuransi yang belum dibayarkan dapat 
dikategorikan sebagai utang sehingga pemegang polis atau tertanggung 
dapat dinyatakan sebagai kreditor. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan kepailitan 
debitor harus didasarkan adanya dua kreditor dan setidaknya satu utang 
yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi sehingga 
termohon dapat dinyatakan pailit. 
Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak 
Permohonan Pemohon Pailit yaitu Otoritas Jasa Keuangan maka melalui 
kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2014 
Otoritas Jasa Keuangan Melakukan Permohonan Kasasi Nomor 13 Kasasi 
/Pst.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 04 Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN.Jkt.Pst.  
Pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pailit 
atas perusahaan  PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdasarkan putusan 
nomor 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 dengan pertimbangan bahwa 
termohon telah tidak memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120%  
dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat timbulnya 
deviasi dalam pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud Peraturan 
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 sehingga menyebabkan Termohon 
Kasasi telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit yakni memiliki dua 
atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidak-tidaknya satu utang 
yang telah jatuh tempo, sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
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Kewajiban Pembayaran Utang.  
B. Klaim Asuransi Sebagai Utang dalam Kepailitan 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Klaim adalah tuntutan 
atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas 
sesuatu maupun pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. 
Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berpendapat bahwa 
klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban 
kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi sehubung dengan telah 
terjadi kerugian.  
 Salah satu tujuan dari diadakannya perjanjian asuransi jiwa adalah 
peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Menurut teori 
pengalihan resiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya 
terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa jiwanya, dia akan 
menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, 
kerugian atas korban jiwa atau cacat raga akan memperngaruhi perjalanan 
hidup penerima manfaat atau ahli warisnya. 
 Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, 
pihak tertanggung berupaya mencari jalan agar ada pihak lain 
(penanggung) yang bersedia mengambil alih beban resiko dan sebagai 
imbalannya dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. 
Tertanggung mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan tujuan 
mengalihkan resiko yang mengancam jiwanya. Dengan harapan nantinya 
penanggung akan memberikan uang pertanggungan, penerima manfaat 
yang ditunjuk harus mengajukan klaim kepada penanggung terlebih 
dahulu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam polis. 
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 
Perasuransian menyatakan bahwa : 
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi 
dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 
perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:  
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a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, 
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 
tidak pasti; atau  
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.  
 Sedangkan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang menyatakan bahwa: 
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung 
mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk 
memberikan padanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau 
tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat 
diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.  
 Dikarenakan Asuransi merupakan suatau perjanjian, oleh karena itu 
perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian 
perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok pada perjanjian 
asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.  
 Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, perlu 
dilihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimakud dengan perjanjian 
adalah: 
Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih. 
 Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain 
adalah sebagai berikut: 
a. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
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dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
b. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang 
satu berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. Yang juga 
berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu 
prestasi.  
 Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap 
perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini: 
a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum  
b. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan 
menurut hukum  
c.  Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak 
yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi 
yang mungkin memeberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu. 
d. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, 
yang dengan sukarela akan memenuhinya.  
e. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung 
jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian. 
 Kelima unsur termaksud di atas pada hakikatnya selalu terkandung 
pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Mengingat arti 
pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai 
suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini 
sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastiaan 
mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena 
suatu peristiwa yang belum pasti (Sri Rejeki Hartono, 2001: 83). .  
 Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam 
perjanjian asuransi terdapat prestasi atau kewajiban-kewajiban bagi para 
pihak yang muncul akibat adanya perjanjian asuransi. Hubungan Hukum 
yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah Tertanggung yakni 
pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung dengan kewajiban 
membayar sejumlah premi sesuai kesepakatan sedangkan penanggung 
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berkewajiban menanggung resiko atau menerima pengalihan resiko dari 
tertanggung.  
 Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah 
perusahaan asuransi. Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk 
menerima dan mengambil alih resiko pihak lain. Penerimaan resiko ini 
diikuti dengan janji, bahwa ia akan memberikan penggantian kepada pihak 
lain itu apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena kerusakan 
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 
dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.  
 Dengan demikian penanggung memberikan suatu proteksi, 
terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang dideritaa oleh tertanggung. 
Peralihan resiko kepada penanggung dari tertanggung harus diikuti dengan 
suatu pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut premi. 
 Proteksi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung pada 
dasarnya sangat bervariasi tertgantung pada jenis resiko yang dapat terjadi 
dan sesuai dengan kemampuan penanggung untuk menerimanya. Dengan 
demikian proteksi yang sama dapat ditawarkan sebagai jenis janji khusus 
yang ditawarkan kepada calon-calon tertanggung atau masyrakat luas. 
Apabila tawaran diterima oleh para calon tertanggung terjadilah perjanjian 
asuransi atau pertanggungan (Sri Rejeki Hartono, 2001: 87)..  
 Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi 
tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, Badan Hukum 
termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian. Jadi 
dalam hal ini, siapapun yang mempunyai peluang atau kemungkinan 
menderita kerugian dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi 
sebagai penanggung.   
 Pengalihan resiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan 
perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peraliha resiko 
berdasarkan perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban 
resiko yang semula ada pada pihak calon tertanggung kepada penanggung. 
Keadaan tersebut memberikan dampak positif, yaitu adanya kepastian 
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stabilitas posisi ekonomi bagi pihak tertanggung. Dampak positif yang 
dinikmati oleh tertanggung, memberikan pengaruh yang positif pula dalam 
tata kehidupan baik secara ekonomis maupun sosial.  
 Asuransi juga merupakan mekanisme kerja di antara para pihak 
yang mengadakan perjanjian, karena perusahaan asuransi sebagai 
penanggung berjanji menawarkan suatu pembayaran kepada pihak 
tertanggung atau pemegang polis, suatu jumlah tertentu. Pembayaran 
tersebut baru dilakukan apabila tertanggung pemegang polis menderita 
kerugian karena suatu peristiwa yang belum pasti. Sebagai imbalannya 
karena perusahaan asuransi sebagai penanggung harus menerima beban 
untuk membayar kerugian, maka penanggung mengajukan harga yang 
disebut sebagai premi (Sri Rejeki Hartono, 2001: 89).  
 Tertanggung dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap 
tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi 
tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi. Dalam 
perjanjian bersyarat, kedudukan para pihak sebagai kreditor dan debitor 
saling bergantian sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati. 
Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang 
diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban 
pembayaran premi kepada penanggung (Sentosa Sembiring, 2014: 19). 
Dalam perjanjian asuransi jiwa kewajiban penanggung akan muncul 
setelah terjadinya suatu keadaan atau peristiwa yang tidak pasti atau 
evenemen, yakni apabila tertanggung atau orang yang dipertanggungkan 
meninggal dunia. Timbulnya kewajiban untuk melakukan suatu prestasi 
merupakan akibat dari telah terpenuhinya suatu hak atas prestasi yang 
menjadi syarat timbulnya kewajiban tersebut.  
 Sebelum terjadi evenemen atau meninggalnya tertanggung atau 
orang yang dipertanggungkan maka hak dan kewajiban para pihak ialah, 
tertanggung berkewajiban membayar premi sedangkan penanggung berhak 
atas premi yang telah dibayarkan. Kemudian setelah terjadi evenemen 
maka tertanggung berhak atas pengalihan resiko atau ganti rugi atas 
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adanya kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung sedangkan 
penanggung berkewajiban mengambil alih resiko yang diderita 
tertanggung. Dari uraian tersebut maka prestasi atau kewajiban para pihak 
muncul secara bergantian seiring dengan klausula-klausula yang terdapat 
pada perjanjian asuransi.   
Dengan munculnya kewajiban penanggung untuk membayar ganti 
rugi atau pembayaran sejumlah uang, maka tertanggung dapat melakukan 
tuntutan atas prestasinya tersebut dengan melakukan klaim asuransi, 
apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya 
setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat 
dinyatakan berhutang kepada tertanggung.  
 Pada prinsipnya utang timbul dari adanya sebuah perikatan, yang 
menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai balasan atas hak 
hak yang telah diterimanya terlebih dahulu, dengan menganggap bahwa 
perutangan sebagai hubungan hukum sehingga oleh karenanya seseorang 
berhak mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, bahkan 
dengan perantaraan hakim apabila diperlukan (Sri Soedewi Masjchoen 
Sofwan, 1980: 1) 
 Menurut R. Setiawan, utang seyogianya diberi arti luas baik dalam 
arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena 
adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor menerima sejumlah uang 
tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang 
tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan 
debitor harus membayar sejumlah uang tertentu (Rudhy A. Lontoh, 2001: 
117). Dengan demikian utang tidak hanya timbul karena adanya balasan 
atas hak-hak yang telah diterimanya terlebih dahulu seperti yang timbul 
karena adanya perjanjian utang piutang. Tetapi juga kewajiban yang 
timbul karena adanya perjanjian-perjanjian seperti halnya perjanjian timbal 
balik pada Perjanjian Asuransi . 
 Berdasakan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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yang dimaksud dengan Utang adalah: 
Kewajiban yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah 
uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik 
secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau 
kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang 
wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada 
Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. 
 Pada pasal tersebut dinyatakan bahawa utang adalah kewajiban 
yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Dengan 
demikian klaim asuransi pada asuransi jiwa dapat memenuhi pengertian 
pada pasal tersebut. Dalam perjanjian asuransi jiwa, utang terjadi 
dikarenakan penanggung tidak memenuhi kewajibannya berupa 
pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai apa yang telah 
diperjanjikan dalam polis asuransi. 
 Menurut Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang syarat-
syarat yang harus dicantumkan dalam polis asuransi jiwa adalah sebagai 
berikut: 
 Polis Asuransi Jiwa harus memuat: 
a. Hari ditutupnya pertanggungan 
b. Nama tetanggung 
c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan 
d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung 
e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan 
f. Premi pertanggungan tersebut 
 Dalam pasal tersebut memuat bahwa polis harus mencantumkan 
jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan, dengan demikian pada 
perjanjian asuransi jiwa nilai nominal uang yang menjadi kewajiban 
penanggung disebutkan secara jelas. Sehingga dengan terjadinya evenemen 
muncul apa yang dinamakan dengan klaim asuransi maka penanggung 
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berkewajiban membayar sejumlah uang seperti yang telah disepakati 
dalam polis asuransi jiwa.  
Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan menyatakan bahwa: 
Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar 
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilam, baik atas permohonannya 
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.  
Klaim asuransi harus segera dibayarkan oleh penanggung kepada 
tertanggung setelah evenemen terjadi. Sehingga apabila penanggung tidak 
dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya setelah terjadinya evenemen 
maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutang karena tidak bisa 
memenuhi prestasinya dan klaim asuransi dapat dinyatakan sebagai utang 
yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian klaim asuransi 
telah memenuhi unsur utang seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 angka 
1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. 
Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka klaim 
asuransi pada asuransi jiwa dapat dinyatakan sebagai utang karena telah 
memenuhi unsur pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 
angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. 
Sehingga dalam permohonan kepailitan, klaim asuransi dapat dijadikan 
sebagai dasar adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk 
mempailitkan perusahaan asuransi.  
 Selain itu tidak ada ketentuan pasal yang mengatur tentang 
perlunya menguji kemampuan keuangan (insolvency test) oleh Pengadilan 
Niaga atau membiayai debitur sebelum kepilitan diperiksa dan diputuskan 
pengadilann. Jadi tidak ada peraturan mengenai limit nilai hutang yang 
mungkin diajukan untuk kepailitan sebagaimana berlaku di negara-negara 
yang menganut sistem common law (Maswandi, Tan Kamello, Budiman 
Ginting, dan OK. Saidin, 2016: 102). Sehingga dalam hal kepailitan 
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perusahaan asuransi maka klaim asuransi dapat dijadikan sebagai dasar 
adanya utang debitor.  
C. Penyelesaian Pembayaran Klaim Asuransi dalam Kepailitan 
 Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis bahwa 
dengan diputusnya pailit Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi 
Asih Jaya berdasarkan Putusan Nomor 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 
menyebabkan pembagian harta debitor pailit harus tunduk pada aturan-
aturan dalam kepailitan. Kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai 
lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor 
terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporional. 
 Lembaga kepailitan merupakan penyelesaian utang piutang  antara 
kreditor dan debitor. Disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang menjelaskan mengenai definisi kreditor yaitu : 
orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang 
yang dapat ditagih di muka pengadilan.  
Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyebutkan definisi mengenai debitor 
yaitu: 
orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang 
yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.  
Jelaslah bahwa dalam suatu kepailitan harus ada unsur utang yang 
menjadi obyek dalam kepailitan. 
 Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa Tertanggung pemegang 
polis yang telah melakukan klaim asuransi maka memiliki piutang 
terhadap Penanggung. Sehingga berdasarkan  Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan mengenai definisi 
kreditor, tertanggung dapat digolongkan sebagai kreditor dan penanggung 
merupakan debitor. 
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 Kemudian Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang yang menyatakan: 
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah 
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 
 Berdasakan bunyi pasal tersebut maka pada konsepnya kepailitan 
adalah sita umum atas semua harta kreditor. Melalui konsep tersebut, maka 
jelas bahwa Hukum Kepailitan adalah bagian dari Hukum Jaminan. Hal ini 
dengan memahami redaksi Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang bermakna sama dengan konsep kepailitan dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang  Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (Fani Martiawan, 2014: 3).  
 Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 
bahwa: 
Harta kekayaan Debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua 
kreditornya, hasil penjualan harta kekayaan ini dibagi-bagi menurut 
keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar kecilnya tagihan 
masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara kreditor itu terdapat 
alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.  
Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan adanya 
kreditor-kreditor tertentu yang oleh Undang-Undang diberi kedudukan 
hukum lebih tinggi daripada kreditor-kreditor lainnya (Sutan Remy 
Sjahdeini, 2002: 9).  Kemudian merujuk pada pasal 1131 hingga pasal 
1135 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: 
 Pasal 1131 KUH Perdata: 
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“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 
bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian 
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” 
Pasal 1132 KUH Perdata: 
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 
yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu 
dibagi-bagi menurut keseimbanganya itu menurut besar kecilnya piutang 
masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan”. 
Pasal 1134 KUH Perdata: 
“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan 
kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada 
orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat 
piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, 
kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan 
sebaliknya”. 
Pasal 1135 KUH Perdata: 
“Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannnya 
diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya” 
 Dengan demikian maka kedudukan hukum kreditor digolongkan 
menjadi tiga.  
a. Pertama, kreditor separatis atau kreditor khusus yaitu kreditor yang 
memiliki utang yang diutamakan karena memiliki jaminan.  
b. Kedua, kreditor preferen atau kreditor istimewa yaitu kreditor yang 
memiliki utang yang muncul karena itu sebagai kewajiban atau 
oleh Undang-Undang diberi kedudukan istimewa.  
c. Ketiga, kreditor konkuren atau kreditor biasa yaitu kreditor yang 
tidak termasuk kreditor separatis maupun kreditor preferen. 
Kreditor konkuren akan mendapat pembagian utang setelah harta 
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debitor pailit dilunasi terlebih dahulu kepada kreditor separatis dan 
kreditor preferen.  
 Dengan demikian pembagian harta debitor pailit harus 
memperhatikan kepentingan kreditor-kreditor baik kreditor separatis, 
kreditor preferen, mupun kreditor konkuren.  
  Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun menyatakan bahwa :  
 
1) Dalam hal pada saat putusan pernyalaan pailit diucapkan, terdapat 
perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, 
pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta 
kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan 
pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati 
oleh Kurator dan pihak tersebut. 
2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  tidak tercapai, Hakim Pengawas 
menetapkan jangka waktu tersebut. 
3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia 
melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian 
berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor 
konkuren.  
4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib 
memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian 
tersebut. 
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan 
Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. 
 
Menurut Pasal tersebut maka pada perjanjian asuransi setelah 
putusan pernyataan pilit diucapkan maka tertanggung dapat meminta 
kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan 
pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. 
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Kemudian apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut 
Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan 
pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan tertanggung 
dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor 
konkuren. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 
tentang perasuranisan yang telah mengatur secara khusus mengenai 
perasuransian maka berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali 
maka pasal pada Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 dapat 
dikesampingkan. 
 Dalam hubungannya dengan kepailitan perusahaan asuransi maka 
mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
tentang perasuransian menyatakan bahwa: 
Dalam hal perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah 
dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung, atau 
peserta atas pembagian harta kekayaaannya mempunyai kedudukan 
yang lebih tinggi daripada hak pihak lain.  
 Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka 
Kedudukan Hukum Tertanggung dengan adanya kepilitan pada perusahaan 
PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yaitu sebagai Kreditor preferen atau 
kreditor istimewa yaitu kreditor yang memiliki utang yang muncul karena 
itu sebagai kewajiban atau oleh Undang-Undang diberi kedudukan 
istimewa.  
 Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si 
pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan atau 
pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. 
Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan 
maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim 
pengawas. Dari proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat 
menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu Undang-
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Undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang 
dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang dimiliki oleh kurator (Hadi 
Subhan, 2008: 162).  
 Berdasakan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun 
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
Tugas Kurator adalah pengurusan dan pemberesan harta pailit. 
 Dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
diketahui bahwa Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah: 
Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. Adapun yang 
dimaksud dengan kurator lainnya adalah mempunyai keahlian 
khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau 
membereskan harta pailit setelah terdaftar pada Departemen 
Kehakiman sebagai Kurator.  
 Berdasakan penjelasan yang disebukan di atas maka pengajuan 
klaim asuransi tertanggung dengan adanya putusan pailit pada Perusahaan 
Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diselesaikan melalui kurator. 
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:  
Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap debitor pailit, 
dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang 
tersebut diterbitkan sebelum pernyataan pailit diucapkan, atau akibat 
perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor pailit sebelum putusan 
pernyataan pailit diucapkan.  
Dengan demikian segera setelah diucpakannya putusan pailit pada 
perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya maka para tertanggung 
dapat memohon untuk dilakukan pencocokan utang guna melakukan 
penagihan atas piutang yang dimilikinya kepada Perusahaan Asuransi PT. 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Kemudian paling lambat 14 hari setelah 
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putusan pernyataan pailit diucapkan Hakim Pengawas harus menetapkan 
batas akhir pengajuan tagihan.  
 Setelah tertanggung mengajukan permohonan pencocokan utang 
maka tertanggung wajib menyerahkan bukti piutangnya tersebut yang 
berupa klaim asuransi disertai perhitungan serta keterangan tertulis lainnya 
kepada kurator. Hal ini sesuai yang tertulis pada Pasal 115 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:  
Setiap Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada 
kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang 
menunjukkan sifat dan jumlah piutang disertai dengan surat bukti atau 
salinannya, dan suatu pernyataan ada tidaknya Kreditor mempunyai suatu 
hak istimewa , hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak 
agunan atas kebendaan lainnya, atau hak menahan benda. Kemudian 
kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh 
kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan 
debitor pailit.  
 Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: 
Kurator wajib membubuhkan catatan terhadap setiap piutang apakah 
yang bersangkutan diitimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan 
fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, 
atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat 
dilaksanakan. 
 Berdasakan hal tersebut maka kurator harus menggolongkan 
tertanggung pemegang polis dalam kepailitan Perusahaan Asuransi PT. 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai kreditor yang diistimewakan yaitu 
kreditor preferen. 
 Mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Istimewa ditentukan 
dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: 
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Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada 
seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor 
lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. 
 Menurut Pasal 1134 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, jika 
tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-Undang, maka Kreditor 
pemegang Hak Jaminan harus didahulukan dari pada kreditor pemegang 
Hak Istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta 
kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya (Sutan Remy 
Sjahdeini, 2002: 10). 
 Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
sebagaimana dijelaskan di atas mengatur mengenai urutan prioritas para 
Kreditor. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan Hak 
Istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin 
dengan Hak Jaminan, maka urutan Kreditor adalah sebagai berikut: 
Pertama, Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak 
Jaminan. Kedua, Kreditor yang memiliki Hak Istimewa. Ketiga, Kreditor 
Konkuren (Sutan Remy Sjahdeini, 2002: 11) . 
 Berdasakan Pasal Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan  
Dalam hal perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau 
dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas 
pembagian harta kekayaaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
daripada hak pihak lain.  
Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut maka tertanggung harus 
didahulukan pembayarannya dari kreditor-kreditor lain.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasakan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka terdapat 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Klaim asuransi pada asuransi jiwa dapat dinyatakan sebagai utang 
karena telah memenuhi unsur pengertian utang menurut Pasal 1 
angka 6 dan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan. Sehingga dalam permohonan kepailitan, 
klaim asuransi dapat dijadikan sebagai dasar adanya utang yang 
telah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk mempailitkan perusahaan 
asuransi atau debitor.  
2. Kedudukan Hukum Tertanggung dengan adanya kepilitan pada 
perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebagai 
Kreditor preferen menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan, kreditor istimewa menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, atau kreditor yang mempunyai kedudukan 
lebih tinggi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
tentang Perasuransian. Kurator dalam malakukan penyelesaian dan 
pembagian harta pailit kepada kreditor wajib mendahulukaan 
tertanggung pemegang polis yang oleh Undang-Undang memiliki 
kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan  pembayaran kepada 
kreditor-kreditor lain. 
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B. Saran 
 
Berdasarkan pembahasan tersebut terdapat beberapa saran yang perlu 
disampaikan antara lain. 
1. Demi adanya kepastian hukum maka perlu pembuat Undang-
Undang perlu mengatur mengenai penggolongan klaim asuransi 
yang belum dibayar sebagai utang dalam pasal pada Undang-
Undang perasuransian, dengan demikian dalam perkara kepailitan 
maka para tertanggung atau pemegang polis dapat digolongkan 
sebagai kreditor sehingga pemohon pailit dapat menjadikan klaim 
asuransi yang belum dibayar sebagai dasar adanya utang yang jatuh 
tempo dan dapat ditagih. 
2. Segera setelah diucapakannya putusan pailit pada perusahaan PT. 
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya maka para tertanggung harus segera 
melakukan pencocokan utang guna melakukan penagihan atas 
piutang yang dimilikinya kepada Perusahaan Asuransi PT. Asuransi 
Jiwa Bumi Asih Jaya. Sehingga tertanggung sebagai kreditor yang 
oleh undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari 
pihak lain dapat menerima pembayaran utang lebih dulu dari 
kreditor-kreditor lainnya. 
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